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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha  Kuasa karena 

berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen Rencana Kerja PD Dinas Sosial 
tahun 2025 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja PD pada dasarnya 

merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten 

Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. 

Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial 

sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja. 

Dokumen Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat 

strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini 

menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan 

kurun waktu lima tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat 

kekurang sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran 

perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai. 

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA PD ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. 

 
 

Tenggarong, 14 Agustus 2024 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

 
Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara 

cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang 

kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) danmasyarakat miskin yang menjadi kelompok 

sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS 

secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka 

diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis. 

 
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di 

Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, 

sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang 

sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup 

strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk 

mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi 

kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 

 
Rencana Kerja adalah dokumen perncanaan OPD untuk tahun 2025 

disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 dan 

selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam 

merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada 

tahun berjalan. 

Rencana Kerja OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang- Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja 

OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan 

daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, 

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah 
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1.2 Landasan Hukum 
 

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upayamencapai 

tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian 

diturunkan dalam beberapa aturan perundangandibawahnya. Landasan hukum 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut : 

 
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang 

Pengumpulan Uang atau Barang ; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Wanita ; 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan ; 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun1997 tentang Penyandang 

Cacat ; 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak; 

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
; 

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ; 

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia ; 

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 

Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ; 

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak ; 

12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ; 

14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional ; 

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ; 

16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial ; 
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17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ; 

18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional ; 

19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ; 

20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial ; 

21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, 

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ; 

22. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik ; 

23. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 

24. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin ; 

25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi 

Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) ; 

26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ; 

27. Peraturan Pemrintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; 
28. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1998  tentang 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; 

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial LanjutUsia ; 

30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak ; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern; 

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan; 

33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
; 
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35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

; 

36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ; 

37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ; 

38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ; 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal; 

40. Permendagri No m o r 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi 

rangcangan peraturan daerah tentang RPJMD setra tata cara perubahan 

RPJPD,RPJMD dan RKPD; 

41. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti 

Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ; 
 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

 
 
1.3 Maksud dan Tujuan 
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Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai 
Kartanegara tahun 2025 adalah : 

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam 

Rencana Strategis sebagai acuan dalam  merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang 

kesejahteraan sosial. 

2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai 

Kartanegara. 

3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam 

pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan. 

4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan 

program pembangunan kesejahteraan sosial. 
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1.4 Sistematika Penulisan 
Naskah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegaradisusun 

dalam sistematika sebagai berikut : 

 
BAB  I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB  II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian 
Renstra_PD 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fumgsi OPD 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan BAB 
III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4.1 Program dan Kegiatan 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU 

 
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Dinas Sosial tahun lalu dan capaian 

Renstra PD 
 

Evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui 

pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2023 melalui analisis terhadap kinerja 

output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja 

keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya 

yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output. 

 
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 
Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan 

untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran 

yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan 

oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang 

ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. 

Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit 

untuk mencapai target yang diharapkan. 

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya 

realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2023 adalahfaktor 

sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. 

Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengubahan perilaku 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula 

disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara 

optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka 

diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk 

mempertahankan keberfungsian sosialnya. 

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 
hasil/keluaran yang direncanakan; 

Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

untuk bidang sosial terdapat 6 program yang meliputi : Program 

Pemberdayaan Sosial; Program Penanganan Warga Negera Migran Korban 

Tindak Kekerajan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan 

Jaminan Sosial, Program Penanangan Bencana serta Program Pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan Pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut : 



8	 

a. Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	

Program ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pelayanan yang terkait 

dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial yang 

dapat diuraikan berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu : 

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti. 

Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah warga negara penyandang 

disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Pada tahun 

2023 dari target sebanyak 2.932 orang sudah terlayani sebanyak 2.932 orang 

atau  100 %. Adapaun sumber pembiayan untuk pelayanan berasal   dari 

Program Keluarga Harapan (PKH) Kementrian Sosial RI, Program 

Bantuan Sosial Terencana Provinsi Kaltim dan Program Rehabilitasi Sosial 

bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti. 

Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah anak terlantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti. Pada tahun 2023 dari target 

pelayanan sebanyak 347  anak terlayani sebanyak 347 anak atau  100 % yang 

terlayani melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementrian Sosial RI dan 

Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara. 
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti. 

Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah warga negara lanjut usia 

terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti. Pada tahun 2023 

jumlah lanjut usia terlantar yang harus dilayani sebanyak 11.909  orang dan yang 

terlayani sebanyak 11.909 orang atau  100 %, melalui Program Keluarga 

Harapan (PKH) Kementrian Sosial RI, Program atensi Kementrian Sosial RI, 

Bansos Terencana Provinsi Kaltim layanan rujukan BPJS dan Program 

Rehabilitasi Sosial bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Katranegara 

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis 

Diluar Panti. 

Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah warga negara / gelandangan 

dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar 

panti. Pada tahun 2023 tidak terdapat orang yang harus dilayani. 

 
b. Program Pemberdayaan Sosial 
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1)	 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

Sasaran kegiatan ini adalah lembaga kesejahteraan sosial atau sarana 
sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. 
Pekerjaan yang dilakukan berupa pembinaan manajemen pelayanan 

kesejahteraan sosial melalui sistem panti. Sasarannya adalah 18 lembaga 
kesejahteraan sosial yangb telah terdaftar dan target hinggaakhir tahun ini 

adaalah sosialisasi terhadap seluruh LKSA yang adadiwilayah Kabupaten 
kukar agar segera memenuhi persyaratan resmi yang telah ditetapkan dan 
kedepanya dinas sosial memberikanbimbingan terkait pemenuhan 

akreditasi LKSA tersebut. 

 
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

1) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 

Kegiatan ini merupakan program pemerintah daerah melalui Dinas Sosial 
dalam rangka untuk membantu masyarakat miskin dimaksudkan sebagai 

upaya percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan yang ada di 

kabupaten Kutai Kartanegara. pemerintah daerah menyediakan bantuan 

kepada kelompok penerima manfaat yang terdiri dari disabilitas terlantar, 

anak terlantar serta lanjut usia terlantar yang belum mendapatkan program 

bantuan sosial baik dari Pusat maupun Provinsi. Selanjutnya menyediakan 

honorarium dan biaya operasional petugas pendamping dalam penyaluran 

bantuan Program Keluarga Harapan. Melalui kegiatan ini Pemerintah 

Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk menunjang 

operasional kegiatan dan bantuan biaya lain yang diperbolehkan sesuai 

aturan yang berlaku. Bantuan biaya ini diberikan untuk kebutuhan selama 

12 bulan. 

 
2) Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial 

Kegiatan ini bertujuan memberikan ketrampilan dan pemahaman dalam 

pengelolaan Data Kemiskinan bagi Puskesos Desa maupun Kelurahan 

diseluruh wilayah Kabupaten Kukar. Puskesos diharapkan akan menjadi 

perpanjangan tangan Dinas Sosial di Desa dan Kelurahan dalam 

menyelesaikan Permasalahan permasalahan sosial yang mungkin muncul 

ditengah masyarakat. Puskesos juga akan dibekali kemampuan 

mengaplikasikan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang menjadi alat 

pendataan bagi warga miskin yang berhak menerima bantuan dari 

pemerintah. 

 

3. Implikasi yang  timbul  terhadap  target  capaian  program  Renstra_PD; 
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Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat 

ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan 

tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah 

penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan 

ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi 

pekerjaan sosoial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi 

dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan 

sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, 

serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 
Strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

disusun sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. 

Kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam langkah kerja operasional 

berupa program-program pelayanan maupun program penunjang pelayanan 

kepada kelompok sasaran. Dalam menentukan program pelayanan setidaknya 

ada 2 (dua) instrumen yang harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 

050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran 

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah. 

Setiap program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang 

merupakan cara untuk mencapai indikator program. Indikator kinerja program 

merupakan indikator kinerja manfaat (outcome) sedangkan indikator kinerja 

kegiatan merupakan indikator kinerja keluaran (output). Indicator outcome bisa 

diperoleh jika indikator output dari masing-masing kegiatan dapat berfungsi. 

Sedangkan indikator output merupakan indikator yang dihasilkan dari 

pelaksanaan suatu kegiatan. Diantara indikator output, outcome dan indikator 

kinerja sasaran memiliki keterkaitan yang sangat erat. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja_PD 

Tahun 2024 hingga semester pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabel 

T-C.29 sebagai berikut : 
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Tabel T-C.29. 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan 

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 
Kabupaten Kutai Kartanegara 

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Lembar : 1 
 
 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcomes)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Renstra- PD) 
Tahun 2021-2026 

Realisasi Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran Kegiatan 
s/d dengan tahun 

(2022) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target 
program dan 

kegiatan 
(Renja-PD 

tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD 
Target Renja- 

PD tahun 
(2023) 

Realisasi 
Renja-PD 

tahun (2023) 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi Capaian 
Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat Capaian 
Realisasi Target Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 
               

1     URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

         

1 06    URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

         

1 06 01   PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

84 83,48 79 92,45 117,03 81 85,00 110,06 

1 06 01 2,01  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan 
Pengendalian 

40 16 6 6 100,00 6 28 70,00 

1 06 01 2,02  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Tersedianya 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

120 60 12 12 100,00 12 84 70,00 

1 06 01 2,03  Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
kebutuhan barang 
milik daerah SKPD 

18 4 5 5 100,00 4 13 72,22 

1 06 01 2,05  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Tersedianya 
Dokumen Data 
Kepegawaian Dinas 
Sosial 

20 10 2 2 100,00 2 14 70,00 

1 06 01 2,06  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Terlaksananya 
Pelayanan 
Administrasi pada 
Dinas Sosial 

44 16 8 8 100,00 8 32 72,73 

1 06 01 2,07  Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 

100 25 25 20 80,00 30 75 75,00 

1 06 01 2,08  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 

1 06 01 2,09  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Terpeliharanya 
Barang Milik Daerah / 
Asset pada Dinas 
Sosial 

100 100 100 100 100,00 100 100 100,00 
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Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Lembar : 2 
 
 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcomes)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Renstra- PD) 
Tahun 2021-2026 

Realisasi Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran Kegiatan 
s/d dengan tahun 

(2022) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target 
program dan 

kegiatan 
(Renja-PD 

tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD 
Target Renja- 

PD tahun 
(2023) 

Realisasi 
Renja-PD 

tahun (2023) 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi Capaian 
Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat Capaian 
Realisasi Target Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 
               

1     URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

         

1 06    URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

         

1 06 02   PROGRAM PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

Presentase PSKS 
yang berperan 
dalam Usaha 
Kesejahteraan Sosial 

94 86,97 84 93,3 111,07 90 90 95,74 

1 06 02 2,02  Pengumpulan Sumbangan 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 
pengetahuan 
lembaga atau 
perorangan dalam 
tata cara 
penyelenggaraan 
undian dan 
pengumpulan 
sumbangan 

250 100 50 50 100,00 50 200 80,00 

1 06 02 2,03  Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase PSKS 
yang berperan 
dalam Usaha 
Kesejahteraan Sosial 

88 86,97 84 93,3 111,07 90 90 102,27 

1 06 03   PROGRAM PENANGANAN 
WARGA NEGARA MIGRAN 
KORBAN TINDAK KEKERASAN 

Persentase warga 
negara migran 
korban tindak 
kekerasan yang 
memperoleh fasilitas 
pemulangan 

100 100 100 100 100,00 100 100 100,00 

1 06 03 2,01  Pemulangan Warga Negara 
Migran Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik Debarkasi 
di Daerah Kabupaten/Kota 
untuk Dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal 

Persentase Korban 
Tindak Kekerasan 
yang terlayani 

100 100 100 100 100,00 100 100 100,00 
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Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Lembar : 3 
 
 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcomes)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Renstra- PD) 
Tahun 2021-2026 

Realisasi Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran Kegiatan 
s/d dengan tahun 

(2022) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target 
program dan 

kegiatan 
(Renja-PD 
tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD 
Target Renja- 

PD tahun 
(2023) 

Realisasi 
Renja-PD 

tahun (2023) 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi Capaian 
Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat Capaian 
Realisasi Target Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 
               

1     URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

         

1 06    URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

         

1 06 04   PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL 

Persentase (%) 
penyandang 
disabilitas terlantar, 
anak terlantar, lanjut 
usia terlantar dan 
gelandangan 
pengemis yang 
terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 
di luar panti 
(Indikator SPM) 

100 97,63 100 100 100,00 100 100 100,00 

1 06 04 2,01  Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial 

Terpenuhinya 
pelayanan terhadap 
kelompok PMKS di 
luar panti 

7650 4100 2482 2482 100,00 1468 8050 105,23 

1 06 04 2,02  Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial 

Terpenuhinya 
pelayanan terhadap 
kelompok PMKS 
bukan korban 
HIV/AIDS dan 
NAPZA di Luar 
Panti 

1575 368 670 670 100,00 695 1733 110,03 
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Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Lembar : 4 
 
 
 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcomes)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Renstra- PD) 
Tahun 2021-2026 

Realisasi Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran Kegiatan 
s/d dengan tahun 

(2022) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target 
program dan 

kegiatan 
(Renja-PD 

tahun 2024) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD 
Target Renja- 

PD tahun 
(2023) 

Realisasi 
Renja-PD 

tahun (2023) 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi Capaian 
Program dan Kegiatan 

s/d tahun berjalan 
(tahun 2024) 

Tingkat Capaian 
Realisasi Target Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 
               

1     URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

         

1 06 05   PROGRAM PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN SOSIAL 

Cakupan Layanan 
Jaminan Sosial Bagi 
Masyarakat Miskin 
Non Potensial 
Presentase PMKS 
yang memperoleh 
layanan 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

100 89,59 100 89,59 89,59 100 93,06 93,06 

1 06 05 2,01  Pemeliharaan Anak-Anak 
Terlantar 

Terpeliharanya anak- 
anak terlantar 

25 7 25 25 100,00 25 25 100,00 

1 06 05 2,02  Pengelolaan Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Tersedianya Data 
Terpadu 
Kesejahteraan Sosial 

100 100 100 100 100,00 100 100 100,00 

1 06 06   PROGRAM PENANGANAN 
BENCANA 

Persentase korban 
bencana alam dan 
sosial yang 
terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 
pada saat dan 
setelah tanggap 
darurat bencana 
daerah kabupaten 

100 100 100 100 100,00 100 100 100,00 

1 06 06 2,01  Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota 

Persentase Korban 
Bencana Alam dan 
Bencana Sosial yang 
terlayani 

100 100 100 100 100,00 100 100 100,00 

1 06 06 2,02  Penyelenggaraan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Terhadap Kesiapsiagaan 
Bencana Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 
Kampung Siaga 
Bencana 

20 4 4 4 100,00 4 4 20,00 

1 06 07   PROGRAM PENGELOLAAN 
TAMAN MAKAM  PAHLAWAN 

Persentase TMP 
yang dikelola 

100 100 100 100 100,00 100 100 100,00 

1 06 07 2,01  Pemeliharaan Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota 

Persentase Taman 
Makam Pahlawan 
yang terpelihara 

100 100 100 100 100,00 100 100 100,00 



 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib 

Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Sosial. 

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial 

saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. 

Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan 

jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan 

ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatarbelakang pendidikan profesi 

pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial.Hal ini dapat diantisipasi dengan 

cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, 

peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta 

peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas 

Sosial secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini : 
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Tabel T-C.30 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial 

Kabupaten Kutai Kartanegara 
 

 
NO 

 
INDIKATOR SPM/STANDAR 

NASIONAL 

 
IKK 

TARGET RENSTRA-PD REALISASI PROYEKSI 
CATATAN 
ANALISIS TAHUN 

2022 
TAHUN 
2023 

TAHUN 
2024 

TAHUN 
2025 

TAHUN 
2026 

TAHUN 
2022 

TAHUN 
2023 

TAHUN 
2024 

TAHUN 
2025 

              

1 Predikat Akuntabilitas Kinerja  Nilai SAKIP 78,00 79,00 81,00 82,00 84,00 83,48 92,45 81,00 82,00  

2 Persentase (%) penyandang disabilitas 
terlantar, anak terlantar, lanjut usia 
terlantar dan gelandangan pengemis 
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di 
luar panti (Indikator SPM) 

SPM Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, 
anak 
terlantar, lanjut usia 
terlantar dan 
gelandangan 
pengemis yang 
terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 
di luar 
panti 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,63 100,00 100,00 100,00  

3 Persentase korban bencana alam dan 
sosial yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya pada saat dan setelah 
tanggap darurat bencana daerah 
kabupaten 

SPM Jumlah korban 
bencana alam dan 
sosial yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 
pada saat dan 
setelah tanggap 
darurat bencana 
daerah kabupaten 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 
1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD 

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara 

setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) Urusan Wajib Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari ketersediaan sarana 

sosial, persentasi PMKS yang ditangani dan diberikan bantuan sosial. 

Indikator persentasi penanganan PMKS di Kabupaten Kutai 

Kartanegara pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan 

dengan tahun 2022. Angka ini dihitung dari jumlah keseluruhan PMKS yang 

ada dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ditangani, baik melalui pola 

bimbingan sosial dan pemberian bantuan sosial. Pada tahun 2022 sejumlah 

97,04 % PMKS menerima pelayanan, angka ini meningkat menjadi 98,72 % 

pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa PMKS di Kabupaten Kutai 

Kartanegara berhasil dilayani oleh Dinas Sosial dengan signifikan. Untuk 

target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebesar 

100% dengan kelompok layanan bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar 

Lanjut Usia Terlantan, Gelandangan Pengemis serta Korban Bencana Alam 

dan Bencana Sosial telah tercapai 100 %. 

 

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas 
dan fungsi OPD 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan 

pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari 

pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi 

permasalahan tabel sebagai berikut : 
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Tabel 

Identifikasi Permasalahan Pelayanan 

Aspek Kajian Permasalahan 

Pemutakhiran Basis Data 
Terpadu Penanganan Fakir Miskin 
dan Orang Tidak Mampu. 

a. Belum tersedia aturan hukum lokal yang 
mengatur kriteria kemiskinan yang 
berbasis pada kearifan local. 

b. Kurangnya tenaga terampil aparatur di 
Desa dan Kelurahan dalam proses 
pemutakhiran Data. 

c. Masih tingginya subyektifitas petugas 
pengolah data di kelurahan maupun desa 
dalam melakukan verifikasi dan validasi 
data. 

d. Tingkta akurasi data yang masihrendah. 
e. Akses internet yang belum tersedia baik 

dibeberapa wilayah. 

Bantuan stimulan bagi fakir 
miskin dan pendampinganya. 

a. Sarana dan prasarana bantuan stimulant 
dan pendampinganya bagi fakir miskin 
belum tersediaanggarnya. 

b. Belum tersedia tenaga funsinoal 
pendamping sosial. 

Sarana dan prasarana sosial (panti 
asuhan, panti jompo dan panti 
rehabilitasi) 

a. Sarana prasarana panti sosial kurang 
memadai 

b. Kurangnya pengetahuan  dan 
keterampilan  petugas dalam 
melaksanakan standar pelayanan panti 

c. Belum tersedia panti rehabilitasi bagi ABH 
d. Belum tersedia pekerja sosialfungsional 
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Pelayanan kesejahteraan sosial bagi 
korban bencana selama masa 
tanggap darurat 

a. Kuantitas dan kualitas TAGANA masih 
kurang 

b. Kendaraan lapangan untuk 
penanganan bencana dalam konsisi 
rusak. 

Aspek Kajian Permasalahan 

Pelayanan sosial anak terlantar 
diluar panti 

a. Kurangnya tenaga pendamping sosial 
untuk pelayanan diluar panti 

b. Sarana prasarana penunjang 
pelayanan belum tersedia 

Pelayanan rehabilitasi sosial bagi 
penyandang cacat dan trauma 

a. Kurangnya instruktur vokasional bagi 
penyandang cacat dan trauma 

b. belum adanya perda yang mengatur 
tentang pelayanan sosial bagi 
penyandang cacat 

c. sarana prasarana rehabilitasi sosial 
bagi penyandang cacat masih terbatas 

Pelayanan kesejahteraan sosial 
melalui UPT 

a. Keterbatasan sarana prasarana sehingga 
daya tampung sangat terbatas 

b. Kurangnya petugas yang memiliki bekal 
ketrampilan teknis pelayanan 
kesejahteraan anak melalui panti 

c. Kurangnya pengetahuan petugas 
tentang standar pelayanan  lembaga 
kesejahteraan sosial 

PSKS yang berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial 

a. Jenis PSKS yang ada sangat terbatas 
b. Kurang intensifnya pembinaan 

terhadap TKSM 

 
Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa 

permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa 

indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan 

tersebut ada yang saling memeiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya 

permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Perlunya Updating data pemerlu pelayanan terutama Basis Data Terpaduyang 
saat ini dijadikan acuan mutlak dalam melaksanakan pelayanan. 

2. kurangnya kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraansosial 

3. kurang memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan 

4. kurang tersedianya regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman secara 
teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. 

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 
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Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih merupakan 

pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam  memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Sebelum program yang ditujukan untuk mencapai misi 

dilaksanakan, dilakukan analisaterhadap permasalahan dan factor-faktor 

yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan program 

tersebut. Telaahterhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun 

pendukung pelaksanaan program ditampilkan dalam tabel berikut ini; 

Tabel ; 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah 

 
Visi	:	Terwujudnya	Masyarakat	Kabupaten	Kutai	Kartanegara	Yang	

Sejahtera	dan	Berbahagia	
 
No	

Misi	dan	Program	
KDH	dan	Wakil	KDH	

terpilih	
Permasalahan	
Pelayanan	SKPD	

Faktor	

Penghambat	 Pendorong	

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	
 
1	

Misi	 :	Meningkatkan	
Pembangunan	
Sumber	Daya	
Manusia	Yang	
Berakhlak	Mulia,	
Unggul	dan	
Berbudaya	

   

  
Program:	
Perlindungan	 dan	
Jaminan	Sosial	

 
Akurasi	 Basis	 Data	
Terpadu	 yang	 masih	
rendah	Karen	 proses	
verivali	 sedang	
berjalan	

Luas	 wilayah,	
banyaknya	 data	
yang	 	 harus	
diverivali,jaringan	
internet,	 	 	 SDM	
verivali	data	

Adanya	 dukungan	
program	 	 dari	
Kemensos	 dan	
dukungan	 KDH	
dalam	 proses	
verivali	data.	

 Minimnya	 program	
komplementaritas	
bagi	 penerima	
manfaat	 Program	
Pusat	

Transisi	menuju	
bantuan	 non	
tunai	 sering	
terkendala	 system	
perbank-kan 

Pendampingan	
mulai	 intensif	
dilaksakan	 	 dan	
sekaligus	 dalam	
rangka	
mensosialisasikan	
rencana		 pemenuhan	
program	
komplementaritas	

 
Program	 :	Rehabilitasi	
Sosial	bagi	PMKS	

Belum	 tersedianya	
panti	 panti	
rehabilitasi	PMKS	

 
Kuota	Panti	milik	
Provinsi	terbatas	

Upaya	 dilakukan	
melalui	 rehabilitasi	
berbasis	
masyarakat	

 
Program:	
Pemberdayaan	 Sosial	

Belum	 optimalnya	
proses	
pemberdayaan	
PSKS	

Kekosongan	
Pejabat	
pemangku	

Adanya	pendamping	
program	 yang	
diluncurkan	
kementrian	 Sosial	 RI	

 
	

 

Perubahan	 SPM	

Tanggung	 jawab	
pengelolaan	 panti	
ada	 pada	
pemerintah	
provinsi	

Dalam	masa	transisi	
kabupaten	 masih	
diperkenankan	
melakukan	
pelayanan	
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Memperhatikan beberapa program yang disajikan untuk mencapai misi yang 

berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan beberapa 

penajaman terhadap indikator kinerja (outcome) dan program yang disajikan. 

Selain melakukan penajaman terhadap indikator kinerja dan mempertimbangkan 

ulang untuk menghapus nama beberapa program, dipandang perlu juga untuk 

Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program 

Kementrian Sosial RI agar terjadi pula keselarasan antara program pemerintah 

pusat dan daerah. program baru didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Sosial tahun 2020-2024. Adapun program yang dipandang penting dalam upaya 

menyelaraskan dengan Rencana Kerja Daerah adalah : 

1. Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial.	
Mengacu pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS yang termasuk dalam 

katagori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial 

dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan 

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar dengan pendekatan persuasive, motovatif, dan koersif 

baik melalui keluarga,masyarakat, maupun panti sosial. SPM mengatur 

kewajiban pemerintah daerah kabupaten/ kota melaksanakan penguatan 

kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelnggaraan 

rehabilitasi sosial dasarluar panti bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas  

terlantar,  lanjut  usia terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar. 

2. Program Perlindungan dan jaminan sosial.	
Program ini menitik beratkan sasaranya pada peningkatan kemandirian 

keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan 

kebutuhan dasaranya melalui perlindungan sosial yang komprehensif, 

indikator sasaran program ini diantaranya adalah presentase keluarga miskin 

dan rentan yang meningkat kemandirianya dalam mengakses layanan 

kebutuhan dasar dan presentase korban bencana dan kelompokrentan. 

3. Program Pemberdayaan Sosial	
Program ini penting untuk untuk dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan 
Potensi Sumber Kesejahteraan Soial dalam upaya penanggulanagn 
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Kemiskinan Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini mencoba 

memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan arah dan Kebijakan 

Kemntrian Sosial Republik Indonesia. Sasaran program ini adalah Lembaga 

Swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah sosial baik 

organisasi maupun perorangan. 

 
4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD	

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang 

sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial terjadi seiring dengan 

perkembangan kondisi masyarakat. Tantangan utama yang akan dialami oleh 

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan pelayanan 

adalah kaderisasi sumberdaya manusia. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2026 

akan banyak pegawai Dinas Sosial yang memasuki usia pensiun. Mereka terdiri 

dari pegawai yang berlatar belakangpendidikan ilmu kesejahteraan sosial dan 

pegawai yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sejak awal bertugas 

sebagai pegawai. 

Tantangan yang diahadapi ini disisi lain merupakan peluang bagi Dinas 

Sosial untuk mengembangkan pelayanan. Pensiunnya pegawai senior ini 

memberikan peluang bagi pegawai yang ada untuk mengembangkan diri melalui 

pendidikan formal maupun diklat fungsional. Peluang lain yang dimiliki oleh Dinas 

Sosial adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 

mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini 

tentunya dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program pembangunan 

yang bersentuhan langsung dengan 
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kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebagian merupakan 

tugas fungsi Dinas Sosial. 

 
5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis	

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan kedalam beberapa 

kelompok. Kelompok permasalahan ini merupakan masalah strategis yang 

merupakan isu strategis dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial. Beberapa 

isu strategis tersebut meliputi : 

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan 
sosial 

2. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraansosial. 

3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah 
kesejahteraan social 

4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan 
sosial 

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan misi 

dan visi Bupati Kutai Kartanegara, ditetapkan melalui serangkaiankebijakan dan 

program. Strategi ini sejalan dengan strategi yang tertuang dalam RPJMD 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang ditetapkan sebagai upaya 

untuk mewujudkan Visi dan Misi KUKAR IDAMAN. Adapun kebijakan dan 

program tersebut sebagai berikut : 

 
1. Kebijakan : Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan 

kesejahteraan keluarga. 

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas berikut ini : 
a. Program Pembinaan Anak Terlantar 

Anak adalah generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh 

karenanya permasalahan pada anak dapat berdampak pada masa depan 

anak yang juga masa depan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar 

dilakukan agar anak dapat menjalankan tugasperkembangannya dengan 

baik, sehingga menjadi manusia dewasa yang sejahtera. Pembinaan ini 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan 

mempersiapkan anak memasuki masa dewasa. 

b. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 

c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, 
PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) 

 
2. Kebijakan :  Meningkatkan  kualitas  kesejahteraan  sosial  perseorangan, 
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keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. 

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas : 

a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 

Didalam masyarakat sudah terdapat upaya-upaya yang melembaga dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya ini ada yang dilaksanakan 

dalam lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. 

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas 

manajemen pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem 
Pelayanan 

c. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial 

d. Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan 
Kesetiakawanan Sosial 
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2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari 

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 

2025. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 

mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM 

Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi 

Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun 

dijabarkankan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai 

suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas 

program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. 

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 

adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan 

antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah 

memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak- hak dasar 

masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari 

RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, 

Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan 

daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di 

Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2025 serta prospek tahun 

2025 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di tetapkan sebagai berikut : 
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Penyediaan Sandang Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya 
yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

200 Orang 150.000.000 Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang 
Menerima Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya 
yang Tersedia dalam 1 
Tahun Kewenangan 
Kabupaten/Kota

200 Orang 150.000.000 P2 = Standar Pelayanan Minimal 
; P3 = Program Kesejahteraan 
Sosial IDAMAN ; Penanggulangan 
Kemiskinan

Penyediaan Alat Bantu Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

50 Orang 200.000.000 Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu 
dan Alat Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

50 Orang 525.000.000 P2 = Standar Pelayanan Minimal 
; P3 = Program Kesejahteraan 
Sosial IDAMAN ; Penanggulangan 
Kemiskinan

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota

40 Orang 150.000.000 Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

50 Orang 150.000.000 P2 = Standar Pelayanan Minimal 

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 
Kewenangan Kabupaten/Kota

100 Orang 100.000.000 Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Peserta 
Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 Orang 310.000.000 P2 = Standar Pelayanan Minimal 

Pemberian Layanan Kedaruratan Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

50 Orang 0 Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kedaruratan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

50 Orang 75.000.000 P2 = Standar Pelayanan Minimal 

Pemberian Layanan Rujukan Kab. Kutai Kartanegara, 
Tenggarong, Melayu

Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

500 Orang 100.000.000 Kab. Kutai Kartanegara, 
Tenggarong, Melayu

Jumlah Orang 
Mendapatkan Layanan 
Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 Orang 100.000.000 P2 = Standar Pelayanan Minimal 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial

Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti

595 Orang 690.000.000 Terpenuhinya pelayanan 
terhadap kelompok 
PMKS bukan korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di 

595 Orang 690.000.000

Pemberian Layanan Kedaruratan Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

25 Orang 75.000.000 Kab. Kutai Kartanegara, 
Semua Kecamatan, 
Semua Kelurahan

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kedaruratan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

75 Orang 75.000.000

Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan Lokasi Output 
Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Lokasi Output Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Catatan Penting
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